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Abstrak
Perkembangan teknologi informasi mendorong hampir seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang berbentuk digital terutama dalam bidang perdagangan. Saat ini masyarakat lebih memilih sesuatu yang bersifat praktis, cepat, dan efisien sehingga berbagai platform digital digunakan dalam kegiatan sehari-hari. NFT merupakan aset digital yang kepopulerannya meroket beberapa tahun ke belakang ini. Adanya karya pada NFT sudah seharusnya karya NFT tersebut bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi NFT sebagai objek jaminan fidusia serta bagaimana keabsahan NFT apabila dijadikan objek jaminan fidusia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks regulasi, Indonesia sudah memberikan suatu peluang atau potensi NFT sebagai jaminan fidusia yang berasal dari Undang-Undang Hak Cipta. Terdapat regulasi di Indonesia yang berkaitan untuk dijadikan ketentuan apabila menjadikan NFT sebagai jaminan fidusia. Itu menjadi cara agar pembebanan jaminan fidusia pada NFT tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar hukum. Potensi tersebut perlu dilakukan penambahan regulasi yang lain terkait dengan NFT sebagai objek hak cipta. Selanjutnya, kedudukan NFT sebagai objek jaminan fidusia belum sah secara khusus, begitu pula legalitasnya. Berdasarkan regulasi-regulasi terkait yang sudah berlaku, terlihat potensinya untuk dibuat atau dikembangkan suatu produk hukum sebagai regulasi tambahan baru yang mengatur secara khusus dan terperinci. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan NFT dengan maksimal dan bukan hanya sebagai investasi namun dijadikan hal lainnya seperti objek jaminan. Pemanfaatan NFT perlu diiringi dengan produk hukum dan ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memberikan perlindungan dari segi hukum.
Kata kunci: potensi, keabsahan non-fungible token, fidusia.
The Potential and Legitimacy of Non-Fungible Tokens 
as Objects of Fiduciary Guarantees
Abstract
The development of information technology has pushed almost all areas of people's lives into something digital, especially in the field of trade. Currently, people prefer something that is practical, fast, and efficient so that various digital platforms are used in their daily activities. NFT is a digital asset whose popularity has skyrocketed in recent years. With works on NFTs, these NFT works should be used as objects of fiduciary guarantees. The problem in this research is how is the potential of NFT as an object of fiduciary guarantees and how is the validity of NFTs when used as objects of fiduciary guarantees. This research method is normative juridical with a statutory approach. The results of this study state that in a regulatory context, Indonesia has provided an opportunity or potential for NFTs as fiduciary guarantees originating from the Copyright Law. There are regulations in Indonesia that are related to making provisions when making NFT a fiduciary guarantee. This is a way to ensure that the imposition of fiduciary guarantees on NFTs remains in accordance with existing provisions and does not violate the law. This potential requires the addition of other regulations related to NFTs as objects of copyright. Furthermore, the position of NFT as an object of fiduciary guarantees is not specifically legal, nor is its legality. Based on the relevant regulations that are already in force, there is potential for a legal product to be made or developed as a new additional regulation that regulates specifically and in detail. That way, people can make the most of NFTs and not only as an investment but as other things such as collateral objects. Utilization of NFTs needs to be accompanied by legal products and provisions that regulate specifically to provide protection from a legal perspective.
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I.    Pendahuluan 
Berkembangnya teknologi informasi mendorong hampir seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang berbentuk digital terutama dalam bidang perdagangan. Bidang perdagangan mengalami kemajuan teknologi dan digitalisasi secara masif. Masifnya digitalisasi dan kemajuan teknologi juga didukung oleh perubahan perilaku, keinginan, dan kebutuhan masyarakat. Kini masyarakat lebih memilih sesuatu yang bersifat praktis, cepat, dan efisien sehingga berbagai platform digital digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Jaringan internet dimanfaatkan dengan tujuan menjadi pendorong untuk meningkatkan efisiensi waktu hidup manusia dan inovasi yang menimbulkan dampak terhadap perkembangan ekonomi digital yang telah mengeluarkan suatu wadah perdagangan elektronik di mana konsumen dan produsen dapat melangsungkan kegiatan perdagangan tanpa bertemu secara langsung (Bukit & Ayunda, 2022).
Sebagai contoh, nilai transaksi e-commerce Indonesia melampaui target sebesar Rp401,25 Triliun, dengan volume transaksi sebesar 1,73 miliar tahun 2021 (Kominfo, 2022). E-commerce dianggap mempermudah kegiatan jual beli dan memberikan keuntungan bagi penjual mau pun pembeli. Penjual dapat dengan mudah menjangkau para pembeli yang lebih banyak dan pembeli dapat memilih dengan bebas barang atau jasa mana saja yang hendak dibeli di antara barang dan jasa yang mereka tawarkan karena tidak adanya keterbatasan tempat penyedia barang atau jasa tersebut. Sama halnya dengan para penjual yang berada di e-commerce, para seniman dapat dengan mudah menjual karyanya. Non-Fungible Token atau disingkat NFT yakni aset digital disimpan dalam buku besar publik terdistribusi yang mencatat transaksi dan berisi kode identifikasi dan metadata unik yang berbeda satu sama lain di jaringan blockchain. Seniman menggunakannya untuk menjual karya seni karena NFT adalah aset digital yang dapat mewakili objek di dunia nyata, seperti karya seni atau karya kreatif. 

NFT sudah berada di dunia industri digital cukup lama. Awal kemunculan NFT yakni 2014 dalam Counterparty dan karya Quantum dimana saat ini harganya mencapai 7 juta dolar Amerika (Dean, 2022). Pada awal tahun 2022 lalu, jagat media sosial Indonesia ramai membicarakan seorang pemuda yang mendapatkan keuntungan sangat besar dari penjualan NFT-nya. Pemuda yang bernama Ghozali tersebut memperoleh miliaran dari penjualan NFT berbentuk selfie dirinya yang diambil sejak tahun 2017 (Pratomo, 2022). Awalnya harga koleksi foto selfie Ghozali hanya 0.001 ETH (Ethereum) atau sekitar Rp 45.000 saja namun setelah viral sehingga mengundang banyak kolektor, harganya menjadi Rp 14.000.000 bahkan salah satu koleksi foto selfie Ghozali dihargai sebesar 999 ETH (Ethereum) atau sekitar Rp 42 miliar dan bisa bertambah atau berkurang tergantung pada kondisi pasar (Suryo, 2022). Lebih dari Ghozali, salah satu contoh lain yang mendapatkan keuntungan besar dari penjualan NFT adalah Mike Winkelmann. Mike Winkelmann memperoleh US$ 69,3 juta atau Rp 991 miliar pada 11 Maret dari penjualan NFT yaitu NFT Everydays: The First 5000 days yang merupakan kolase gambarnya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 melalui rumah lelang Christie’s (Julita, 2022). Dilansir dari katadata.com, menurut Statista Digital Economy Compass 2022, negara dengan jumlah pengguna NFT tertinggi di dunia dari 10 negara pengguna NFT terbanyak adalah Thailand dengan jumlah total pengguna 5,65 juta pengguna pada 2021. Di peringkat terakhir, ada Afrika Selatan 1,23 juta pengguna dengan Jerman satu peringkat di atasnya dengan 1,23 juta pengguna. Di bawahnya ada Brazil dengan 4,99 juta pengguna, diikuti dengan Amerika Serikat dengan 3,68 juta pengguna, Tiongkok dengan jumlah total 2,68 pengguna, India dengan 1,5 juta pengguna, dan Kanada 1,4 juta pengguna. Sementara itu, Indonesia berhasil masuk ke jajaran 10 negara dengan jumlah pengguna NFT terbanyak tersebut dengan menempati peringkat kedelapan dengan jumlah total pengguna 1,25 juta pada 2021 (Rizaty, 2022). 

     Selaras kemajuan zaman dan teknologi, saat ini hak cipta yang dapat dimiliki oleh seseorang juga berbentuk digital seperti NFT. NFT adalah aset digital yang tidak berwujud namun terdapat nilai ekonomi karena ada hak cipta yang terkandung di dalamnya. Apabila melihat dari pernyataan-pernyataan tersebut, NFT terlihat memungkinkan untuk dibebankan jaminan fidusia. Akan sangat memudahkan apabila NFT dapat dijadikan objek jaminan fidusia, terlebih di era yang serba digital ini. Dengan demikian, orang-orang tidak lagi bergantung hanya pada harta benda yang konvensional. Hal ini tentu saja tidak luput dari bagaimana dengan pandangan hukum di Indonesia mengenai NFT sebagai jaminan fidusia. 

Pernyataan tersebut diangkat berdasarkan beberapa karya tulis yang meninjau topik berkaitan. Karya tulis pertama, ditulis oleh Luh Inggita Dharmapatni dengan judul Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia. Di dalam tulisan tersebut, disimpulkan bahwa hak cipta telah memenuhi syarat sebagai objek jaminan dan memiliki nilai ekonomi karena dapat menjadi sumber penghasilan bagi yang menciptakan (Dharmapatni, 2018). Nilai hak cipta dihitung oleh Credit Rating Agency yang memiliki tugas untuk menilai atas asset kekayaan intelektual milik debitur (Dharmapatni, 2018). Selanjutnya, karya tulis yang berjudul Hak Karya Cipta Non-Fungible Token Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang ditulis oleh Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti (2022) menyimpulkan bahwa pada NFT, hak cipta dan hak miliknya tidak selalu terdapat pada orang yang sama karena hak cipta dapat diperjualbelikan pada pihak lain sehingga pihak lain tersebut akan menjadi pemegang hak milik, selain itu dinyatakan bahwa HKI berperan sebagai pelindung hukum NFT terhadap karya karena teknologi NFT masih baru sehingga ruang lingkup daripada NFT belum memiliki aturan dalam cakupannya atau rawan terhadap tindakan-tindakan yang tidak diharapkan.  Kemudian dalam skripsi yang berjudul Eksistensi Virtual Property sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia, penulisnya yaitu Rani Damayanti (2017) menyimpulkan telah dipenuhinya unsur-unsur benda sebagai objek jaminan fidusia oleh virtual property sehingga virtual property adalah termasuk dalam benda tidak berwujud yang dapat dibebani jaminan fidusia yakni sesuatu yang bisa menjadi objek hak milik dan dapat dialihkan, mengandung nilai ekonomi, tidak berwujud dan bukan merupakan hak sebagaimana yang teratur dalam KUHPerdata dan UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan literatur-literatur tersebut, hingga kini tidak ada makalah penelitian secara mendalam membahas dan membahas potensi NFT jika digunakan sebagai unsur jaminan fidusia dan dasar hukumnya.

Adapun selain itu, terdapat regulasi yang menjadi dasar asumsi yang telah dipaparkan yaitu Pasal 16 ayat 3 pada UU Hak Cipta yang memiliki aturan bahwa hak cipta dapat dibebankan jaminan fidusia. Dari sini, bisa dikatakan bahwa ada payung hukum dan pengakuan di mata hukum hak cipta yakni objek jaminan fidusia. Regulasi itu juga berpeluang menjadi pendukung dari segi legalitas terhadap NFT sebagai objek jaminan fidusia. Mengingat bahwa NFT merupakan aset digital yang terkandung hak cipta dalamnya sehingga bisa menjadi objek jaminan fidusia. Berangkat dari latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah yakni bagaimana potensi NFT sebagai objek jaminan fidusia dari segi regulasi yang ada di Indonesia serta bagaimana keabsahan NFT apabila dijadikan objek jaminan fidusia.

Guna menjawab hal diatas, metode penelitian yang dipakai adalah jenis yuridis normatif. Kajian yuridis normatif yakni kajian hukum yang menggunakan metode penggalian data kepustakaan (Soekanto & Mahmudji, 2014). Pada kajian ini, akan ditinjau ketentuan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan NFT seperti salah satunya Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta sehingga penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, yaitu kajian yang menggunakan muatan normatif berupa peraturan sebagai bahan acuan utama kajiannya. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan atau library research. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini beberapa di antaranya adalah UU Nomor 28 tahun 2014 UU Hak Cipta Pasal 4, Pasal 16 ayat 1 dan ayat 3, KUHPerdata Pasal 499 dan Pasal 504 BW. Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah dan hasil kajian hukum. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif
II.  Pembahasan 
A. 
Potensi NFT Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Teori, Regulasi Implementasinya 
Non-Fungible Token (NFT) merupakan sertifikat keaslian unik di mana pencipta aset biasanya mengeluarkannya pada blockchain (Sulistianingsih & Khomsa Kinanti, 2022). Blockchain sendiri merupakan gabungan dari banyak data yang berada di seluruh dunia yang kemudian merekam jejak digital sebuah cryptocurrency bahkan mampu merekam jejak hak kekayaan intelektual yang dibuat secara digital (Yulia et al., 2022). Aset yang diwakili oleh NFT dapat berupa digital maupun fisik (Aletha & Radityasakti, 2021). Misalnya seperti karya seni lukisan, musik, fotografi, gambar, video, dan karya seni lainnya. Macam-macam karya seni tersebut lah yang biasanya dijadikan sebagai NFT. Dalam hal ini, karya-karya itu disebut juga dengan Crypto Art (Ante, 2021).
1. Regulasi Mengenai Non-Fungible Token (NFT)

Kerawanan NFT terhadap tindakan yang melawan peraturan perundang-undangan terbilang tinggi. Mengingat NFT merupakan teknologi yang masih baru dan payung hukum secara khususnya pun belum berlaku. Kendati demikian, masyarakat tetap melakukan transaksi jual-beli NFT dengan segala keuntungan dan risiko yang ada. Kegiatan jual-beli NFT tersebut dilakukan pada sebuah platform yang menjadi NFT Marketplace seperti Opensea.io atau TokoMall yang Indonesia miliki (KlikLegal, 2022). 

 Masih banyak negara yang belum mengatur NFT secara khusus dan spesifik dalam peraturan perundang-undangnya walaupun NFT telah tersedia dan diperjualbelikan secara global. Berikut adalah beberapa negara yang telah memiliki regulasi yang berlaku terkait dengan NFT (Chance, 2021). Di Belanda, saat ini NFT belum diatur secara khusus. Akan tetapi, aktivitas aset kripto tertentu (tergantung pada fiturnya) bisa termasuk dalam salah satu atau lebih dari kerangka aturan di mana NFT dapat memenuhi syarat sebagai instrumen keuangan, pembelian, penjualan, intermediasi dan dan layanan tambahan tertentu terkait dengan instrumen keuangan dapat memicu lisensi persyaratan sebagai firma investasi (beleggings-onderneming), di mana NFT dapat memenuhi syarat sebagai uang elektronik dalam keadaan di mana mewakili sebuah klaim pembayar pada electronic spending power, dan di mana NFT termasuk ke dalam kategori yang dinamakan "mata uang virtual" yang ditetapkan hukum dan mata uang atau uang yang memiliki status hukum namun diterima secara alami atau dengan orang legal sebagai alat tukar dan yang bisa ditransfer, disimpan dan diperdagangkan secara elektronik”  yang ditentukan dalam AMLD5 (5th Anti Money Laundering Directive).

Di Jepang, fungible token diatur sebagai token keamanan atau aset kripto di bawah peraturan keuangan dan dalam menghadapinya dapat memicu persyaratan lisensi tertentu. Dengan sifat NFT yang tidak dapat dipertukarkan dengan nilai yang sama, maka tidak termasuk dalam sebagai aset kripto yang diatur. Akibatnya, banyak NFT yang tidak teregulasi secara spesifik dan berurusan dengan itu tidak memicu persyaratan lisensi apapun. NFT paling umum di Jepang adalah yang berhubungan dengan pertukaran kartu atau item dalam game yang direkam dalam blockchain terutama karena pasar game online Jepang adalah salah satu yang terbesar secara global. Walaupun tidak termasuk dalam regulasi keuangan secara spesifik, NFT sebagai item dalam game menimbulkan isu terkait dengan Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations dan tindakan perjudian pada The Criminal Code. Maka dari itu, Blockchain Contents Association dan Japan Cryptocurrency Business Association masing-masing memiliki pedoman tentang NFT.

Aktivitas yang berkaitan dengan mata uang kripto dan aset kripto diregulasi dan diteliti secara ketat di RRC. Meskipun tidak terdapat peraturan yang terpadu, aturan mengenai aset kripto tersebar di pemberitahuan dan edaran ad hoc yang dikeluarkan oleh pengatur keuangan RRC. Selain itu, dalam hal regulasi yang mengatur ini, terdapat edaran dalam mencegah risiko yang berkaitan dengan Initial Coin Offerings dikeluarkan oleh tujuh instansi pemerintah Cina. Edaran tersebut menandai peraturan larangan yang tidak pernah ada sebelumnya terhadap aset kripto, yang mana sejak tahun 2017 sudah diawasi dan dilakukan aksi penegakan terkait aktivitas kripto. Pada Mei 2021, the National Internet Finance Association of China, the China Banking Association and the Payment dan Clearing Association of China mengumumkan pernyataan bersama yaitu kembali menegaskan posisi Edaran ICO (Initial Coin Offerings) bahwa anggota mereka tidak diperbolehkan untuk menawarkan layanan apapun yang berhubungan dengan kripto. Pernyataan tersebut juga mengatur pembatasan yang lebih spesifik, risiko, termasuk pertukaran, investasi dan perdagangan cryptocurrency. Akan tetapi, tidak ada definisi yang jelas dari cryptocurrency atau aset kripto pada hukum RRC. Tidak ada larangan yang eksplisit pula pada Edaran ICO atau regulasi lainnya bagi masyarakat RRC dalam perdagangan dan berinvestasi melalui NFT, hanya terdapat peringatan risiko dari aset kripto. Berdasarkan penjabaran di atas mengenai regulasi NFT di beberapa negara tersebut, kebanyakan regulasi yang dikaitkan dengan NFT mengatur seputar aset kripto, mata uang virtual, uang elektronik, dan mata uang digital. Beberapa regulasi yang dapat dikatakan dianggap relevan dengan NFT bahkan berada di bawah regulasi yang mengatur tentang tindakan kriminal seperti pencucian uang (money laundering) dan tindak perjudian seperti pada regulasi pada Belanda dan Jepang. 

Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang NFT. Sedangkan Kementerian Perdagangan hanya mengatur tentang aset kripto. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengatur tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (crypto asset) perdagangan aset kripto dibina, diawas, dan ditetapkan pengembannya oleh Bappebti. Regulasi tersebut juga dinyatakan aset kripto ini adalah komoditas dapat dijual pada kontrak berjangka bursa berjangka. Mengingat NFT adalah kripto sebagaimana halnya Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, NFT bisa diperjualkan di Bursa Berjangka. 

Terkait dengan pencipta atau seniman dari karya seni dimana ada pada NFT, regulasi pelindung hak mereka yaitu UU Nomor 28 tahun 2014 UU Hak Cipta. Hak Cipta sendiri yakni hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya sesuai dengan asas deklaratif setelah pelaksanaan ciptaan dalam bentuk tertentu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perbuatan hukum lainnya (Dharmapatni, 2018). Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.” Adapun pada KUHPerdata Pasal 499 bahwa benda merupakan tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Pasal 504 BW menyatakan bahwa benda dibagi 2 yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. 

Berlandaskan pasal-pasal tersebut, kesimpulan yang dapat diambil ialah meskipun tidak menyinggung mengenai aset digital seperti NFT secara eksplisit, NFT adalah masuk pada kategori benda bergerak tidak berwujud. Hal itu karena terdapat hak cipta yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan bahwa barang digital yakni benda tidak berwujud yang terbentuk ke dalam informasi elektronik.
2. Regulasi NFT sebagai Objek Jaminan Fidusia
Sebuah perikatan yang terjadi antara kreditur dan debitur dimana sejumlah harta milik debitur diperjanjikan guna melunaskan hutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan jika selama waktu yang ditetapkan terdapat kemacetan terhadap pembayaran hutang disebut sebagai jaminan. Atau dapat termasuk ke dalam jaminan kebendaan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan, gadai, hipotik, dan fidusia. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia mencantumkan arti dari fidusia, bahwa peralihan hak milik atas suatu benda dengan hak titipan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepadanya hak milik itu dialihkan tetap menjadi milik pemilik benda itu. Pada Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa Hak tanggungan pamungkas yakni hak atas barang bergerak, terutama bangunan, yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan sebagaimana UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa disimpulkan yang tetap berada dalam penguasaan penjamin sebagai jaminan atas utang-utang tertentu, dengan mengutamakan penjamin atas kreditur-kreditur lain.

Disimpulkan yakni jaminan fidusia, hak kepemilikan suatu benda dialihkan namun benda tersebut tetap ada pada penguasaan pemilik benda berdasarkan kepercayaan. Barang yang dialihkan dapat berupa barang bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, serta barang yang tidak bergerak, seperti bangunan, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Sebagaimana pada Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia bahwa dikatakan barang dagangan yakni segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hipotek. Ada pun yang namanya jaminan bertujuan untuk melunaskan hutang yang tidak bisa terbayarkan, maka benda yang dijaminkan harus bernilai ekonomis (Dharmapatni, 2018).
Salah satu wujud dari benda bergerak adalah hak cipta, lebih tepatnya benda bergerak tidak berwujud. Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, terdapat hak eksklusif berupa hak moral dan ekonomi. Hak moral merupakan hak yang dengan tanpa alasan apapun tidak dapat dihilangkan atau dihapus karena ia menempel di diri pencipta, meskipun telah dialihkannya hak cipta (Dharmapatni, 2018). Hak moral juga berguna untuk memberikan kepastian terhadap pencipta dari sebuah karya yang memegang hak cipta itu sendiri sehingga dapat mengendalikan presentasi serta memodifikasi terhadap karya ciptaannya (Taupiqqurrahman et al., 2021). Dan hak milik yakni hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari karya dan produk hak terkait (Dharmapatni, 2018). Banyak yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan hak ekonomi, seperti salah satunya adalah memperjualbelikan produk dari hak cipta tersebut. NFT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dari hak ekonomi pada hak cipta. Seperti yang sudah kita ketahui, aset yang ada pada NFT dapat berupa sebuah karya seni maka dari itu, melekat hak cipta di dalamnya. 

Terkait dengan jaminan fidusia, pada Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta menyatakan hak cipta merupakan objek jaminan fidusia. Pada ayat 4 diatur bahwa pelaksanaannya dilakukan berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Aturan ini sesuai dengan konsep penjaminan, yaitu kepemilikan atas barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani dengan pengurusan perwalian, dan hal-hal yang haknya berupa pengalihan saldo kepada wali amanat. Ketentuan itu merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam berperan aktif memberikan peluang yang lebih luas bagi para pencipta atau pemegang untuk memanfaatkan hak ciptanya (Kurniawan, 2019). Dengan adanya peraturan ini, para pencipta pun dapat meningkatkan kualitas dari karya ciptanya sehingga nilai ekonomis dalam suatu karya cipta bertambah. Tidak lagi sekadar menjadi suatu barang yang hanya diperjualbelikan namun cukup untuk dimanfaatkan menjadi objek jaminan.

NFTfi merupakan sebuah marketplace di mana pengguna bisa memperoleh pinjaman mata uang kripto pada NFT mereka dan menawarkan pinjaman kepada peminjam terhadap NFT mereka. Dengan kata lain, pengguna dapat menggunakan NFT sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari pengguna lain pada sistem terdesentralisasi dan peer-to-peer. Sebagai contoh, ketika pengguna mengunjungi platform untuk meminjam 10.000 USD, para pemberi pinjaman akan mengajukan penawaran dengan beragam suku bunga dan syarat pembayaran kepada peminjam, yang kemudian peminjam dapat memilihnya. Sementara itu, peminjam harus menyerahkan NFT sebagai bagian dari transaksi. Apabila transaksi telah dilakukan, NFT akan ditransfer pada NFTfi smart contract sementara peminjam menerima uangnya. Begitu pinjaman telah dibayarkan dengan bunganya kepada pemberi pinjaman, NFT pun akan dikembalikan ke dompet peminjam. Jika pinjaman tidak dibayar kembali selama waktu yang ditentukan maka NFT akan diterima oleh peminjamnya (Kene-Okafor, 2022). Setidaknya, konsep pada NFTfi tersebut yang dapat dikatakan sangat mendekati NFT sebagai jaminan. 

Di dalam ilmu hukum dikenal sebuah teori di mana hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat yang dicetus oleh Roscoe Pound. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum memiliki peran untuk merubah nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat (Lathif, 2017). Indonesia sebagai negara hukum harus memenuhi kebutuhan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, mengingat itulah yang dibutuhkan masyarakat. Konsep perubahan kemudian membutuhkan kesepakatan baru yang konstan dalam masyarakat dan oleh karena itu reformasi untuk mencapai kesempurnaan hukum (Pound, 1959). Hal tersebut berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound sehubungan dengan adanya dua kebutuhan penting terhadap pemikiran secara filosofis mengenai negara hukum (Soekanto & Mahmudji, 2014).
NFT semakin diminati. Apabila dikaitkan teori tersebut maka diperlukan dilakukannya pembaharuan atau pembuatan suatu produk hukum yang baru terkait NFT. Untuk dapat memaksimalkan penggunaan NFT, termasuk pula pembaharuan hukum terkait NFT objek jaminan fidusia. Penggunaan NFT sebagai objek jaminan bukanlah sesuatu dimana tidak mungkin dapat terjadi, terlebih dengan segala potensi dan dorongan yang ada seperti halnya jika dilihat dari segi regulasi.

B. 
Keabsahan NFT Apabila Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Dan Sinkronisasinya Dengan Regulasi
Dalam konteks peraturan perundang-undangan, suatu perbuatan dikatakan sah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali terdapat kondisi di mana suatu perbuatan belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, pada zaman sekarang di mana perkembangan pada seluruh bidang berkembang dengan cepat. Mengingat suatu konstitusi tidak hanya bersifat dinamis yang dapat dengan mudahnya mengikuti perkembangan zaman namun juga memiliki sifat yang rigid di mana sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Adapun selama perbuatan itu tidak melanggar hukum yang sudah berlaku kendati belum eksisnya peraturan perundang-undangan untuk mengatur perbuatannya, perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan yang sah. 

Sayangnya, sebagai teknologi yang terbilang masih baru, NFT memiliki beberapa kekurangan yang bisa menjadi tantangan atau hambatan apabila dibebankan jaminan fidusia, terutama dalam pembuatan akta dan eksekusinya. Akta dibuat pada proses pembebanan jaminan fidusia sebagai bukti yang otentik guna menunjukkan bahwa sebuah objek telah melekat suatu hak. Akta penjaminan perwalian dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni notaris, memuat sekurang-kurangnya informasi tentang identitas wali amanat dan ahli waris, data akad utama yang dijamin oleh wali amanat, uraian tentang objek yang menjadi subjek jaminan perwalian, biaya penjaminan, dan harga barang yang menjadi obyek jaminan perwalian (Hayati, 2016). Berbicara NFT yang menjadi objek jaminan, seperti pada objek jaminan pada umumnya, harus dicantumkan pula spesifikasinya pada akta. Hanya saja, NFT bukanlah benda dimana dapat dirasakan keberadaannya seperti benda-benda pada umumnya atau dapat disebut dengan benda virtual sehingga memiliki kemungkinan adanya perbedaan yang harus disesuaikan dalam mendata spesifikasinya.

Berbicara mengenai jaminan, tak lepas dari pembicaraan mengenai perjanjian utamanya yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Dalam hal perjanjian pinjam-meminjam, ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya yaitu melunaskan hutang sesuai dengan kesepekatan serta jangka waktu yang telah disepakati, maka debitur dapat dinyatakan telah wanprestasi (Laily et al., 2020). Di dalam NFT, terkandung hak cipta yang mana telah diatur bahwa dapat dibebankan jaminan fidusia pada Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta. Mengingat UU Hak Cipta tidak ada aturan eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta, maka ketentuan dalam melaksanakan eksekusi terhadapnya adalah mematuhi ketentuan yang telah dicantumkan dalam UU Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 (Abdullah et al., 2021). Berdasarkan UU Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur atau wali amanat, maka eksekusi dapat dilakukan terhadap benda-benda yang menjadi objek jaminan, yaitu tindakan eksekutif dan hukum yang dilakukan oleh penjamin, penjualan barang yang menjadi jaminan lelang komoditas dan pembayaran publik. Hasil penjualan termasuk penjualan tidak langsung yang dilakukan dengan kesepakatan antara penanggung dan penerima, jika harga yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan cara demikian untuk keuntungan para pihak. 

Mengacu pada ketentuan di atas, dalam melakukan eksekusi terhadap NFT sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan UU Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999. Eksekusi jaminan merupakan sebuah proses mengambil atau memperoleh hasil penjualan dari objek yang telah dibebankan jaminan untuk melunaskan hutang debitur yang tidak dapat dibayarkan. Dengan demikian, NFT sebagai objek jaminan fidusia harus mampu untuk menghasilkan keuntungan agar hutang debitur dapat dilunaskan. Proses untuk sampai diperolehnya keuntungan dari NFT pun patut untuk diketahui. 

Pertama-tama, menciptakan karya seni yang akan digunakan sebagai NFT. Apabila sebuah karya seni sudah tercipta maka langkah selanjutnya hanya tinggal memasukkannya ke dalam platform NFT. Pada langkah selanjutnya, karya seni yang sudah jadi dapat didaftarkan pada NFT berbasis teknologi blockchain, yang nantinya akan mempunyai sebuah kontrak atau identitas dari pemilik karya seni tersebut secara otomatis. Dengan menggunakan sistem smart contract, teknologi NFT membantu para seniman untuk mendaftarkan karyanya dengan mudah untuk dijual. Ketika kepemilikan dari sebuah karya berpindah tangan, karya tersebut akan dimiliki oleh pemilik yang baru sebagai properti dengan bukti sertifikat digital. Langkah terakhir sekaligus hal yang paling penting adalah di mana setiap karya seni yang dibuat dapat diakses pada platform NFT oleh seluruh orang di dunia. Dari sini, kita bisa melihat tinggi atau rendahnya nilai suatu karya dari harga lelang tertinggi. Selain itu, karya seni NFT kita juga bisa dibeli dan dijual kembali (Rafli, 2022).
Salah satunya, jaringan decentralized di mana NFT dibuat tidak ramah pengguna, membuatnya menjadi sesuatu hambatan yang krusial untuk pemakaian secara massal ketika kebanyakan target pemakai tidak mengetahui apapun tentang blockchain (Rafli, 2022). Hal ini bisa menjadi masalah dalam proses eksekusi apabila pihak yang berhak untuk mengeksekusi tidak paham untuk menggunakan teknologi NFT. Ini dapat menjadi sebuah pertimbangan bahwa para pihak, debitur maupun kreditur bahkan bagi pengeksekusi untuk sebaiknya paham cara kerja NFT agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan. Harga dari sebuah NFT yang telah terjual dan apabila pemilik baru hendak menjualnya kembali, dapat melambung lebih tinggi namun juga bisa lebih sangat jatuh dari harga sebelumnya (Rafli, 2022). Artinya, nilai dari suatu karya seni NFT akan mengalami fluktuasi. Akan menjadi permasalahan dalam melunaskan hutang debitur ketika hasil penjualan objek jaminan tidak sampai menutupi jumlah hutang. Konsekuensi ini adalah yang paling riskan mengingat nilai dari suatu NFT inilah yang penting dalam proses eksekusi. Para pihak terutama kreditur harus paham mengenai hal ini jika sepakat untuk menggunakan NFT sebagai sebuah objek jaminan terutama jaminan fidusia. Selanjutnya, belum ada regulasi yang mengatur mengenai NFT (Rafli, 2022). Saat ini hanya ada badan pengawas dan peraturan-peraturan umum yang hanya dapat dikaitkan. Oleh karena itu, belum ada perlindungan hukum secara pasti dan spesifik terhadap penggunaan NFT kendati seluruh kekurangan dan risikonya.


Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan dalam tangan siapapun objek jaminan fidusia berada, objek tersebut akan tetap terbebani jaminan fidusia. Artinya, jaminan fidusia itu akan mengikuti kemanapun benda dimana sudah dibebani jaminan itu dialihkan. Ketentuan ini mengandung salah satu asas dalam hukum kebendaan, yaitu asas droit de suite. Asas droit de suite memberikan kepastian hukum kepada penerima jaminan, maka ketika ada yang mengganggu hak jaminan fidusia, penerima memiliki hak untuk menuntut hak tersebut sehingga penerima jaminan selaku kreditur tetap bisa mendapatkan pelunasan ketika debitur tidak mampu untuk melunaskan hutangnya dari hasil penjualan objek yang dibebankan jaminan fidusia (Sarjana et al., 2015). Dalam hal NFT sebagai objek jaminan fidusia, tidak menjadi masalah selama debitur memiliki itikad baik untuk tidak mengalihkan NFT kepada pihak manapun tanpa persetujuan seperti dengan cara menjualnya sehingga tetap berada dalam penguasaan si debitur. Demikian pun sebaliknya, yang mana hal tersebut akan berujung pada sengketa. Sehingga untuk melaksanakan pembebanan jaminan fidusia pada NFT ini perlu dilakukan dengan pihak yang sudah benar-benar terpercaya agar tidak terjadi sengketa  
III. Penutup 
A.   Kesimpulan 
1. Belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang NFT, baik NFT-nya sendiri maupun sebagai objek jaminan, terdapat regulasi yang berkaitan untuk dijadikan ketentuan apabila menjadikan NFT sebagai jaminan fidusia. Itu menjadi cara agar pembebanan jaminan fidusia pada NFT tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan sah. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan NFT yang merupakan suatu teknologi baru. Sepertinya halnya dalam pembuatan akta dan pengeksekusiannya.
2. Sebagai dampak dari belum dikeluarkannya peraturan tertentu yang memberikan aturan terkait NFT secara spesifik di Indonesia, maka kedudukan NFT sebagai objek jaminan fidusia belum sah secara khusus, begitu pula legalitasnya. Berdasarkan regulasi-regulasi terkait yang sudah berlaku, terlihat potensinya untuk dibuat atau dikembangkan suatu produk hukum sebagai regulasi tambahan baru yang mengatur secara khusus dan terperinci. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan NFT dengan maksimal dan bukan hanya sebagai investasi namun dijadikan hal lainnya seperti objek jaminan. Penggunaan atau pemanfaatan NFT tentu harus diiringi dengan produk hukum dan ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memberikan perlindungan dari segi hukum atau legalitas.
B.   Saran
1. NFT sudah banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, namun masih sedikit negara yang mengatur tentang NFT, termasuk Indonesia. Dalam konteks regulasi, Indonesia sudah memberikan suatu peluang atau potensi NFT sebagai jaminan fidusia. Potensi tersebut muncul undang-undang hak cipta. Walaupun belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang NFT. Terdapat regulasi yang berkaitan untuk dijadikan ketentuan apabila menjadikan NFT sebagai jaminan fidusia. Itu menjadi cara agar pembebanan jaminan fidusia pada NFT tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar hukum. Potensi tersebut perlu perlu dilakukan penambahan regulasi yang lain terkait dengan NFT sebagai objek hak cipta. 

2. Keabsahan NFT sebagai objek jaminan fidusia belum sah secara khusus, begitu pula legalitasnya. Berdasarkan regulasi-regulasi terkait yang sudah berlaku. Potensi untuk dibuat atau dikembangkan suatu produk hukum sebagai regulasi tambahan baru yang mengatur secara khusus dan terperinci. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan NFT dengan maksimal dan bukan hanya sebagai investasi namun dijadikan hal lainnya seperti objek jaminan. Penggunaan atau pemanfaatan NFT tentu harus diiringi dengan produk hukum dan ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memberikan perlindungan dari segi hukum atau legalitas
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